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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING 

PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR 

DALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) 

 

Oleh 

M. REFVOYANDRA 

 

Tindak pidana di bidang keimigrasian salah satunya adalah pemberian data yang 

tidak benar oleh warga negara asing dalam pembuatan dokumen perjalanan 

Republik Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 huruf 

c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana pemberian 

data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia 

dalam Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk? (2) Apakah pidana yang 

dijatuhkan hakim terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana pemberian data 

yang tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia telah 

sesuai dengan keadilan substantif? 

 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Narasumber penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA 

Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data 

dilakukan secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberian data yang tidak benar 

dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 

327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan 

sosiologis. Pertimbangan yuridis ketentuan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa 

ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap 

orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia atau asas teritorial. Selain 

itu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 126 huruf c Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pertimbangan filosofis yaitu hakim 

menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera 

pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap 

terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan latar belakang 

terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang 

memberatkan   adalah  terdakwa  sebagai  pengungsi  melakukan  tindak  pidana di  
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negara tempat pengungsiannya, sedangkan yang meringankan adalah tindak pidana 

yang dilakukan terdakwa dilatarbelakangi orang tuanya  yang  sedang  menderita  

sakit.  Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan 

penjara selama 5 (lima) bulan dan  denda  sebesar  Rp5.000.000,00   (lima  juta 

rupiah)  subsidair  1 (satu)  bulan. Pidana  yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku 

tindak pidana pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen 

perjalanan Republik Indonesia belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, hal 

ini disebabkan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan masih belum 

maksimal, mengingat ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 126 

huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya pidana 

penjara yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa hanya 1/10 (satu per sepuluh) 

dari pidana yang diancamkan dan lebih rendah selama 2 (dua) bulan dari tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 

6 (enam) bulan. Majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang lebih 

maksimal terhadap terdakwa agar memberikan efek jera sekaligus sebagai 

pembelajaran bagi para pengungsi lainnya yang ada di Indonesia pada umumnya 

dan yang ada di Provinsi Lampung pada khususnya agar tidak melakukan tindak 

pidana serupa. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim dalam menangani perkara tindak 

pidana pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan 

Republik Indonesia hendaknya dapat menjatuhkan pidana yang maksimal terhadap 

pelaku, mengingat perbuatan pelaku dalam memberikan data yang tidak benar 

merupakan tindakan yang tidak menghormati atau merendahkan hukum 

keimigrasian yang berlaku di Indonesia, mengingat status terdakwa sebagai seorang 

pengungsi yang meminta perlindungan dan tinggal di Indonesia. (2) Masyarakat 

hendaknya tidak memberikan bantuan kepada warga negara asing dalam pemberian 

data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia, 

karena terjadinya tindak pidana disebabkan oleh adanya bantuan dari pihak lain, 

yaitu pelaku menggunakan data dan identitas dari pihak lain seolah-olah data dan 

identitas tersebut adalah data dan identitas terdakwa. 

 

Kata Kunci: Putusan Hakim, Warga Negara Asing, Dokumen Perjalanan 

  



 iv 

 

 

 

 

 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING 

PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERIAN DATA YANG TIDAK BENAR 

DALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

 

(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) 

 

 

 

Oleh 

M. REFVOYANDRA 

NPM. 1962011004 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

Sarjana Hukum 

 

 

Pada 

 

Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2023 









 viii 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis bernama M. Refvoyandra, dilahirkan di Bandar 

Lampung pada tanggal 10 Juni 2000, sebagai anak kedua dari 

empat bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan 

Bapak Muhammad Ridhwan, S.H., M.H., dan Ibu Hamidah. 

 

 
Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD 

Negeri 1 Sumur Putri Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012, SMP Perintis 2 

Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung, 

selesai pada Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

 

 

 

 

 

MOTO 

 

 

 

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah 

selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”  

(Q.S. Al Insyirah : 6 - 8)  

 

“Intelligence plus character, that is the goal of true education”  

(Martin Luther King Jr) 

 

“Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa 

depan dan jangan buat kesalahan yang sama dua kali”  

(Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Penulis persembahkan skripsi ini kepada: 

 

Kedua Orang Tua Tercinta 

Papa Ridhwan dan Mama Hamidah  

Terkasih atas segenap cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanan yang 

diberikan demi keberhasilan penulis  

 

Kakak Muhammad Raflenchyo, S.H. 

Aadik-adik Muhammad Rifvi Yansyah dan Refva Angelia Putri 

Serta Keluarga tercinta 

Atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis 

 

Almamater Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

 

 

SAN WACANA 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim terhadap Warga Negara Asing 

Pelaku Tindak Pidana Pemberian Data yang Tidak Benar dalam Pembuatan 

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia” (Studi Putusan Nomor: 

327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai 

pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas 

Lampung. 

2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas 

masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini. 

4. Ibu Diah Gustiniati, S.H. M.Hum., selaku Pembimbing I, atas masukan dan 

saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya 

skripsi ini. 



 xii 

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, selaku Pembimbing 

II, yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan teliti kepada penulis 

sampai dengan selesainya skripsi ini. 

6. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II,  atas masukan dan 

koreksi yang diberikan untuk perbaikan skripsi ini. 

7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, atas bantuan 

dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi. 

8. Para narasumber penelitian Bapak Agus Windana, S.H., M.H., selaku Hakim 

pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Ibu. Dr. Erna Dewi, S.H., 

M.H.  selaku Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis. 

9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan 

motivasi kepada penulis selama menempuh studi. 

10. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada 

penulis selama menempuh studi. 

11. Kedua orang tua tersayang, Papa dan Mama saya yang senantiasa 

membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terima kasih atas 

semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa 

berada di titik ini dan menjadi anak yang dapat dibanggakan. 

12. Kakak saya Muhammad Raflenchyo, yang telah memberikan doa, semangat, 

dan motivasi selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

13. Adik-adik saya Muhammad Refvi Yansyah dan Refva Angelia Putri yang telah 

menghibur dan melengkapi hari-hari saya. 

14. Seorang wanita (D), yang akan menemani saya kelak suatu hari nanti. 



 xiii 

15. Sahabat liburan dadakan saya: M. Andika Sentosa dan Rizki Dava, yang selalu 

menemani, memberikan motivasi, doa, dan keceriaan dalam menyelesaikan 

perkuliahan dan skripsi ini. 

16. Sahabat Softball saya: Dapid, Gallih, Dimas, Satrio, Arkan, Faris, Fakhry, 

Sehan dan Al Asdi, Terima kasih karna telah mengisi waktu kosong dengan 

keceriaan canda tawa.  

17. Sahabat Kopdul saya: Peha, Kipe, Abun, Abi, Bintang, Lopli, Aidil, Akbar, 

Atung, Adji, Popoy dan Alito, yang telah memberikan dukungan serta keceriaan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

18. Sahabat SMA saya: Murot, Adin, Aden, Zibud, Banu, Raza, Wibi, Arvan, Nico, 

Ashar, Opang dan Adi. Terima kasih telah memberikan dukungan serta 

keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

19. Almamaterku Universitas Lampung, yang akan selalu menjadi tempat menggali 

ilmu serta tempat pendewasaan diri. 

20. Semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, 

penulis berterima kasih kepada kalian, karena dengan adanya kalian penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

 

Semoga kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah 

SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 

 

Bandar Lampung,     Juli 2023 

Penulis 

 

 

M. Refvoyandra 

 



 xiv 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

 

I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................  1 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian ...................................  5 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  .....................................................  6 

D. Kerangka Teori dan Konseptual........................................................  7 

E. Sistematika Penulisan .......................................................................  11 

 

II        TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Putusan Hakim  ...............................................................  13 

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim  ...............................................................  16 

C. Pengertian Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana.......................  19 

D. Keberlakuan Hukum Pidana bagi Warga Negara Asing  

di Indonesia .......................................................................................  22 

E. Tinjauan Umum tentang Keimigrasian .............................................  26 

F. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim ....................................................  29 

G. Pengertian Keadilan Substantif .........................................................  34 

 

III      METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah ..........................................................................  37 

B. Sumber dan Jenis Data ......................................................................  37 

C. Penentuan Narasumber......................................................................  39 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..................................  39 

E. Analisis Data .....................................................................................  40 

 

 



 xv 

IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  

Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Pemberian  

Data Yang Tidak Benar dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan 

Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/ 

PN.Tjk ...............................................................................................  41 

B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Warga Negara Asing  

Pelaku Tindak Pidana Pemberian Data yang Tidak Benar dalam 

Pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Sesuai  

dengan Keadilan Substantif...............................................................  65 

 

V        PENUTUP 

A. Simpulan ...........................................................................................  79 

B. Saran ..................................................................................................  81 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin 

berkembang cepat seiring kemajuan teknologi informasi. Perkembangan tersebut 

mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang 

positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang 

negatif ditandai dengan meningkatnya angka tindak pidana dalam masyarakat. Hal 

ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan. 

Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh 

berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, 

antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.  

 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Tindak pidana sebagai 

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, 

asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada 

perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian 

orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan 

kejadian tersebut.1 

 
1 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 12. 
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Tindak pidana di bidang keimigrasian salah satunya adalah pemberian data yang 

tidak benar oleh warga negara asing dalam pembuatan dokumen perjalanan 

Republik Indonesia. Pengertian warga negara asing menurut Pasal 1 angka (9) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah orang yang 

bukan warga Negara Indonesia. Sementara itu dokumen perjalanan menurut Pasal 

1 angka (13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah 

adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu 

negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk 

melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 

 

Hal ini bertentangan dengan aturan hukum bahwa setiap orang yang akan 

membuat dokumen perjalanan Republik Indonesia untuk dirinya sendiri harus 

memberikan data yang sah atau keterangan yang benar sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian bahwa setiap orang yang dengan sengaja: memberikan data 

yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen 

Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

Salah satu contoh tindak pidana pemberian data yang tidak benar terjadi di Kota 

Bandar Lampung, dengan terdakwa seorang warga negara asing Zahid Alam Bin 

Mohd Husson Alias Agung S, berkebangsaan Myanmar yang berstatus sebagai 

pengungsi, telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 

huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut. 
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Perbuatan Terdakwa berawal ketika ia berniat pergi ke Bangladesh untuk 

menjenguk orang tuanya yang sakit, dengan menggunakan Paspor Indonesia. 

Perbuatan terdakwa dibantu oleh Saksi Achmadi yang meminjamkan Kartu 

Keluarga (KK) Asli yang di dalamnya tertera nama Agung S (anak Saksi 

Achmadi). Terdakwa kemudian mengaku sebagai Agung S, membuat Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran di Kantor Disdukcapil Kota Bandar 

Lampung sebagai syarat untuk pembuatan Paspor Indonesia. Petugas Disdukcapil 

tidak curiga karena terdakwa dapat berbahasa Indonesia dan mampu menjawab 

pertanyaan dari petugas untuk mengkonfirmasi kebenaran data dirinya yang 

mengaku bernama Agung tersebut. Setelah memiliki KTP dan Akta Kelahiran 

maka terdakwa mengajukan permohonan untuk pembuatan Paspor Indonesia di 

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, selanjutnya perbuatan terdakwa 

diketahui oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.  

 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal, yaitu 

perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 126 huruf c Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

adalah agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana 

kepada Terdakwa dengan penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan 

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 

dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan 

kurungan. Selanjutnya Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk, menjatuhkan pidana penjara selama 5 

(lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 

(satu) bulan kurungan.  
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Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim 

setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang 

tercantum dalam surat dakwaan. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan 

pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum 

yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara 

pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya 

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah 

terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.  

 

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa 

keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada 

timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. 

Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan 

memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan 

terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan 

berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya 

dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama. Hakim dalam membuat putusan 

harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-

hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal 

maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.  

 

Isu hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 

327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang 

dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa masih belum maksimal, mengingat ancaman 

pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya pidana penjara yang 

dijatuhkan hakim terhadap terdakwa hanya 1/10 (satu per sepuluh) dari pidana 

yang diancamkan dan lebih rendah selama 2 (dua) bulan dari tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 

(enam) bulan. Majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang lebih 

maksimal terhadap terdakwa agar memberikan efek jera sekaligus sebagai 

pembelajaran bagi para pengungsi lainnya yang ada di Indonesia pada umumnya 

dan yang ada di Provinsi Lampung pada khususnya agar tidak melakukan tindak 

pidana serupa. 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melaksanakan penelitian dan 

menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim 

terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Pemberian Data yang Tidak 

Benar dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia” (Studi Putusan 

Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN. Tjk). 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

warga negara asing pelaku tindak pidana pemberian data yang tidak benar 

dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia dalam Putusan 

Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk? 
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b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap warga negara asing pelaku 

tindak pidana pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen 

perjalanan Republik Indonesia telah sesuai dengan keadilan substantif? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana pemberian data yang 

tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia dalam 

Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk Ruang lingkup lokasi penelitian adalah 

pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian 

dilaksanakan pada Tahun 2023.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana pemberian data yang tidak 

benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia dalam 

Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk  

b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap warga negara asing 

pelaku tindak pidana pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan 

dokumen perjalanan Republik Indonesia sesuai dengan keadilan substantif 
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2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis  

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang 

berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana pemberian data yang tidak 

benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia .  

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi 

masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum2. Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  

Berdasarkan ketentuan Pasal 14  ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.  Pasal 14 ayat (2) 

 
2 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101 
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menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 

diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang 

bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, 

diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan 

yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral 

justice) dan keadilan masyarakat (social justice).  

1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan 

berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator 

undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-

undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim harus 

menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau 

memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan 

hukum adalah menciptakan keadilan. 

2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan 

keadilan  

3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di 

masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat 

memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan 

yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas 

penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak 

terikat pada sistem.3 

 

 

b. Teori Keadilan Substantif 

Keadilan adalah perlakuan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak. Keadilan 

menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak 

merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang 

menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.4  

 
3 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2018, hlm. 126-127. 
4 Muladi, Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi, Badan Penertbit UNDIP, 

Semarang, 2012, hlm. 64. 
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Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada 

praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan 

menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan 

prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap 

suatu sengketa. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang 

mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu 

oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-

undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, 

hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda 

dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu 

saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan 

lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.  

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak 

berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara 

formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya 

melanggar keadilan. Apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara 

materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran 

prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, 

keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-

undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang 

sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.5 

 

 
5 Ibid hlm. 65 
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2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian6. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah7  

b. Pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh 

hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan 

suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat 

penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang 

diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam 

undang-undang8 

c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh 

hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui 

proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya 

dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.9 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

 
6 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.103 
7 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54 
8 Ahmad Rifai, Op.Cit. hlm.112 
9 Barda Nawawi Arif. Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. 

hlm.12  
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norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku10 

e. Tindak pidana pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen 

perjalanan Republik Indonesia perbuatan diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian bahwa setiap orang yang dengan sengaja: memberikan data 

yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen 

Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, 

serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian 

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

warga negara asing pelaku tindak pidana pemberian data yang tidak benar 

dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia   

 

 
10 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua, Sinar 

Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42. 
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III. METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari 

Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data mengenai 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap warga negara 

asing pelaku tindak pidana pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan 

dokumen perjalanan Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 

327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap warga 

negara asing pelaku tindak pidana pemberian data yang tidak benar dalam 

pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia telah sesuai dengan 

keadilan substantif 

 

V. PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan 

kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Putusan Hakim  

 

Putusan hakim atau putusan Pengadilan adalah putusan yang diambil oleh akim 

setelah memeriksa suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya. Putusan hakim 

merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan 

berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan 

sekaligus dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut 

dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, 

kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang 

mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-

nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum 

atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, 

dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.11 

 

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam 

beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa 

melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, 

yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum 

menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam 

mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan 

 
11 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153 
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dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh 

manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau 

bagi masyarakat pada umumnya. 12 

 

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang 

hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan 

yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang 

umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara 

pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu. 13 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai 

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh 

 
12 Sudaryono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, 

hlm. 72 
13 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 

2015, hlm. 22. 
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hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap 

perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari 

sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak 

atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat 

bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi 

dengan integritas moral yang baik. 14 

 

Penjatuhan pidana dalam pemidanaan klasik merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan 

pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana 

merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah 

terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam 

hukum pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (daad-

dader strafrecht) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam 

sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan. 15 

Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim merupakan penambahan penderitaan atau 

kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan 

sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan 

hukum yang lainnya. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus 

dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat 

praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu 

 
14 Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Gramedia Putsaka 

Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25. 
15 Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. Sistem Pidana dan Tindakan Double 

Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia.  Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, 

Tahun 2012. 
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mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-

pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya. 16 

 

Penjatuhan pidana melalui putusan hakim sebagai upaya penal, dimaksudkan 

untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi 

pelaku tindak pidana. Upaya penjeraan merupakan pengaruh dari penerapan teori 

dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini 

masih diterapkan di Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia menganut teori 

dasar pemidanaan relatif dan aliran pemidanaan modern, dengan menerapkan 

tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana.17 

 

B. Jenis-Jenis Putusan Hakim 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa 

dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan. 

 

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang 

hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan 

 
16 Agung Purnomo, Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan 

Pidana. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36 
17 Warih Anjari, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, E-

Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015. 
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yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang 

umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara 

pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.18  

 

Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur 

di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu 

pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut: 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)  

b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - 

Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP) 

c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan 

Pasal 42) 

d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42) 

e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946) 

2. Pidana Tambahan 

a.   Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)  

b.   Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 - Pasal 

41) 

c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)19 

 

 

Adapun macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari: 

 

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari 

tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas 

terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 

sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya 

unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa 

2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP 

Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, 

bukan merupakan suatu tindak pidana. 

 
18 Ibid, hlm. 73 
19 Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem 

Pemasyarakatan Indonesia, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36. 
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3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan 

meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai 

dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa20 

 

 

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan 

lepas, sebagai berikut: 

(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 

(2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan 

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 

 

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” 

adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian 

dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 

 

Antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu 

pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut 

umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian 

(yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan 

hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (ontslag van 

alle rechtsvervolging), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan 

terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, 

karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti 

 
20 Ahmad Rifai, Op.Cit, 105. 
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terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, dalam 

arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda 

halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak 

dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana 

disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.21  

 

C. Pengertian Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

atau peraturan pemerintah. Tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang 

dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan.22 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

 
21 M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. 

2016. hlm. 77 
22 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 

2015. hlm. 19. 
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pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 

(tiga) hal yang perlu diperhatikan: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana. 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian 

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana 

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan 

erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan 

orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian 

yang ditimbulkannya.23 

 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau 

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu 

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.24 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.  

 

 
23 Moch Anwar. Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP,Alumni, Bandung. 

1996. hlm. 21. 
24 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Penerbit Pustaka Magister, 

Semarang. 2014 hlm.5. 
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Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan 

harus mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai 

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan 

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai 

kesalahan yang dilakukan.25 

 

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap 

tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam 

keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang 

bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.26 

 

Hukum pidana menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran 

tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan 

cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi 

tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup 

juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara 

pelbagai kepentingan atau keadilan. 

 

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak 

berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. 

Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, 

yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh 

hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal 

 
25 M. Faal. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Pradnya Paramita. 

Jakarta. 1991. hlm. 6. 
26 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.  
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dengan pemidanaan atau pemberian pidana.27 Cara kerja hukum pidana dengan 

melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang 

luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam 

arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak 

(pemidanaan in abstracto) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in 

concreto). 28 

 

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian 

pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang 

perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman 

pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak 

pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan 

mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan 

yang telah dilarang dan diancam pidana itu.29 

 

D. Keberlakuan Hukum Pidana Bagi Warga Negara Asing di Indonesia 

 

 

Setiap Warga Negara Asing di Indonesia terikat aturan hukum pidana yang 

berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas teritorial yang  dianut dalam 

hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP: “Aturan 

pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang 

melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.30 

 
27 Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja 

Grafindo, Jakarta, hlm.23. 
28 Ibid, hlm.24. 
29 Marwan Efendi, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi 

Hukum Pidana, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27. 
30 Tongat, Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta, 2003. hlm. 4. 
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Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah 

terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan 

di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang 

melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian 

siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Asas 

teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam pasal 2 KUHP, 

menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana 

dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang 

melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia. 31 

 

Salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia Bagi Warga Negara Asing adalah 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, salah satunya 

mengatur tentang dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Beberapa pengertian 

yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:  

1. Warga negara asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia (Pasal 

1 angka 9) 

2. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa- Bangsa, atau 

organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang 

memuat identitas pemegangnya (Pasal 1 angka 13) 

3. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan 

Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar 

negeri (Pasal 1 angka 14)  

 
31 Ibid. hlm. 5. 
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4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia 

dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia (Pasal 1 angka 15) 

5. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara 

Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama 

jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 16) 

 

Tindak pidana pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen 

Perjalanan Republik Indonesia adalah perbuatan diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

bahwa setiap orang yang dengan sengaja: memberikan data yang tidak sah atau 

keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 

 

Berdasarkan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian maka diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana pemberian data 

yang tidak benar dalam pembuatan dokumen Perjalanan Republik Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

1. Setiap orang yang dengan sengaja 

2. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk 

memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri 

atau orang lain  
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Beberapa jenis pemalsuan dokumen perjalanan yang mungkin terjadi, adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengubah Data, Penggunaan dokumen perjalanan asli dengan melakukan 

pengubahan sebagian dari identitas diri dari pemilik yang sebenarnya. 

Modus seperti ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori:  

a.  Mengganti halaman paspor, bertujuan untuk menghilangkan informasi 

yang tertera didalam halaman paspor setelah upaya penghapusan dan 

penggantian gagal dilakukan. Halaman paspor pengganti bisa berasal 

dari buku paspor yang sama atau buku lainnya dan dapat pula berupa 

lembar halaman palsu.  

b. Data perjalanan yang tertera didalam buku paspor tidak ingin diketahui 

oleh pejabat yang berwenang. Data tersebut umumnya stempel 

pendaratan, keberangkatan, fiskal dan visa. Kesalahan yang terjadi 

umumnya terletak pada penanggalan yang dilakukan secara terpisah 

dengan stempel, sehingga akan mengakibatkan ketidak konsistenan 

dan tidak proporsional. 

c. Pemalsuan dapat dilakukan pada lembar halaman paspor palsu yang 

ditutup dengan cover asli atau bahkan keseluruhan buku paspor adalah 

palsu. Metode seperti ini memiliki kualitas yang lebih baik dari teknik 

penghapusan sebagian biodata diri dalam paspor. Paspor yang 

digunakan biasanya paspor curian atau paspor yang hilang. 

Penghapusan dilakukan dengan menggunakan bahan kimia dan 

menggunakan peralatan tertentu, untuk mendeteksi data yang diganti 

dapat menggunakan sinar UV.  

2. Memalsukan Identitas Diri, Dalam proses permohonan paspor data yang 

diberikan adalah palsu, hal ini dikarenakan dokumen seperti: KTP, akte 

lahir, kartu keluarga dan identitas lainnya sangat mudah untuk dipalsukan. 

Modus seperti ini bertujuan untuk memperoleh identitas diri yang baru dan 

menghilangkan identitas yang lama. Memperoleh identitas baru 

dikarenakan orang tersebut ingin memiliki identitas ganda sehingga 

memiliki dokumen perjalanan lebih dari satu. Tujuan lainnya yaitu 

menghilangkan identitas yang lama/asli, maksudnya agar hal-hal negative 

yang terkait dengan dirinya menjadi hilang, seperti kriminal, koruptor, dan 

sebagainya. Umumnya pemalsuan identitas diri memerlukan proses yang 

agak panjang karena terlebih dahulu harus memiliki identitas baru melalui 

dokumen seperti KTP, akte lahir, akte nikah, ijazah dan seterusnya. 

Terlalu banyak pihak yang terlibat dalam proses ini sehingga memerlukan 

biaya yang besar. Modus seperti ini juga melibatkan pejabat/orang yang 

memiliki akses terhadap buku paspor, mereka dengan sengaja 

menghilangkan, mencuri atau bahkan menjual paspor tersebut. Meskipun 

paspor tersebut memiliki nomor seri yang terdaftar, dalam prakteknya 

untuk mendeteksi paspor tersebut tetap mengalami kesulitan, kesalahan 

yang umum dilakukan pemalsu adalah proses penerbitan, validasi data dan 

stempel pejabat berwenang.  

3. Menerbitkan Dokumen Palsu Yaitu buku blanko paspor yang dibuat 

menyerupai seperti asli, modus seperti ini biasanya disebabkan oleh 
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beberapa faktor, yaitu: kebutuhan yang mendesak, tidak ingin melibatkan 

banyak orang, dan kemampuan finansial yang  baik. Kebutuhan mendesak 

karena orang tersebut bermaksud dengan segera mencapai negara tujuan. 

Akses untuk bertransaksi melalui media komunikasi tertentu seperti 

internet, telephone, SMS dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk 

mempercepat proses transaksi sehingga dalam waktu yang relatif singkat 

paspor palsu dapat segera diterbitkan. Keterlibatan orang-orang dalam 

transaksi sangat dibatasi agar tidak mudah terlacak. Biasanya tidak pernah 

terjadi kontak langsung dengan pembuat pasor palsu, transaksi dilakukan 

tanpa melalui perantara orang melainkan dengan menggunakan media 

komunkasi elektronik. Karena berusaha menerbitkan paspor menyerupai 

seperti aslinya maka pemalsu akan berusaha menggunakan teknologi dan 

peralatan yang mahal agar hasilnya dapat mendekati seperti aslinya. 

Penggunaan peralatan yang rumit mengakibatkan biaya yang dibutuhkan 

menjadi tinggi sehingga hanya orangorang yang memiliki kemampuan 

finansial yang baik yang dapat memesan paspor palsu seperti ini.32 

 

 

Dokumen Perjalanan merupakan salah satu syarat yang berlaku bukan hanya bagi 

warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia, namun juga warga 

negara Indonesia yang hendak memasuki wilayah negara lain, sebagaimana 

dimaksud pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah 

Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. 

Dokumen Perjalanan dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal 

Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 33 

 

E. Tinjauan Umum tentang Keimigrasian 

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang 

 
32 Jerold, Suhaidi dan Isnaini. Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap 

Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu. Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Nomor 1 Volume 

2 Tahun 2019. 
33 Taufiq Hidayat. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan 

Republik Indonesia Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Putusan Nomor 

94/Pid.Sus/2014/PN.Tng). http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/13709/ 

. 
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masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga 

tegaknya kedaulatan negara. 

 

Pelaksanaan fungsi Keimigrasian diatur dalam  Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian:  

(1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetap-kan 

kebijakan Keimigrasian.  

(2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri 

(3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia 

dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi dan pos lintas batas. 

 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

menyatakan bahwa di dalam pergaulan internasional telah berkembang hokum 

baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, Negara Republik 

Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi 

tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan 

Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime, 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan 

peranan instansi Keimigrasian menjadi penting karena konvensi mewajibkan 

negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.  

 

Pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan 

meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti 

perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkotika yang 

banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para 

pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang- 

Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 
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tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan 

internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk 

Wilayah Indonesia secara tidak sah.  Pengawasan terhadap Orang Asing tidak 

hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di 

Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup 

penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak 

pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS (Investigation 

Authority) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus 

berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak 

pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materiilnya berbeda dengan 

hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.  

 

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah 

Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan 

berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi 

Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi 

imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas 

tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat 

diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah 

Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.  Kepentingan nasional adalah 

kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing 

memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang 
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diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau 

menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat.  Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang 

menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke 

dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin 

Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada 

di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi 

kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak 

membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada 

di Wilayah Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa 

setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk Wilayah 

Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu 

warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Wilayah Indonesia.  Warga 

negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan Penangkalan karena hal itu tidak 

sesuai dengan prinsip dan kebiasaan internasional, yang menyatakan bahwa 

seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. 

 

F. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa 

dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan. 
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Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan 

dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti 

yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu 

saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti 

lain.34 

 

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan 

pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). 

Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan 

Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara 

umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)35 

 

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 

1) Teori keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa. 

2) Teori pendekatan seni dan intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, 

 
34 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, 2015, 

hlm.44. 
35 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  
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hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam 

perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan 

putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari 

hakim 

3) Teori pendekatan keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan 

semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak 

boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus 

dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan 

hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. 

4) Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan 

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

5) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum 

dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada 

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan 

bagi para pihak yang berperkara. 

6) Teori kebijaksanaan 

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan 

anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan 

orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik 

dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.36 

 

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu 

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan 

hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada 

penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan 

 
36 Ibid. hlm.104-105. 
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berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor 

budaya, sosial dan ekonomi. 37 

 

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yag 

mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-

nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara 

mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas 

dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan 

sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar 

pertanyaan (the 4 way test), yakni: 

1) Benarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

4) Bermanfaatkah putusanku ini?38 

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada 

hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat 

mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) 

Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.  Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap 

seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui 

empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang 

 
37 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan 

Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.  
38 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119. 
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manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (rechterlijk dwaling), 

rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan.39 

 

Hakim menurut Barda Nawawi Arief dalam mengambil keputusan pada sidang 

pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:  

1) Kesalahan pelaku tindak pidana  

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya 

pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana 

harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan 

adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, 

yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah 

hakim.  

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana   

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut 

mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 

3) Cara melakukan tindak pidana   

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan 

terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat 

unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  

4) Sikap batin pelaku tindak pidana  

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 

juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 

5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga 

sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman 

bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana 

apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang 

berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan 

tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal 

yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan 

keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku 

sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya 

dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah 

jalannya persidangan. 

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 

 
39 Ibid, hlm. 120. 
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perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.  

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku 

adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk 

dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan 

pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri 

sendiri dan orang lain. 40, 

 

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus 

mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga 

putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan 

yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi 

hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan 

hukum (onvoldoende gemotiverd). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim 

sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu 

akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 

kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang 

diajukan dan diperiksa di persidangan. 

 

G. Pengertian Keadilan Susbtantif 

 

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan a Theory of 

Justice, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah 

ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan 

Intuisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis 

utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip The Greatest 

 
40 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23. 
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Happiness for The Greatest Number. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum 

utilitarian tentang konsep rasa sakit (pain) dan hasrat (desire). Manusia 

diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan 

menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan 

selalu memiliki prioritas untuk memaksimalisasi manfaat, keuntungan, dan segala 

konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.41 

 

Keadilan dalam pandangan utilitarian dipandang dalam bentuk prioritasnya untuk 

menghindari pain rasa sakit/penderitaan sejauh mungkin dan berlari menuju 

kebahagiaan, sehingga setiap perilaku dan tindakan diperhitungkan melalui 

konsekuensi yang dihadirkan. Keadilan selalu hadir dalam setiap konsekuensi 

terbaik dan terbesar yang dimiliki oleh setiap perilaku. Keadilan utilitarian adalah 

keadilan yang dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan kegunaan 

demi sebesar-besarnya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang. 

 

Aristoteles menjelaskan arti keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa 

yang menjadi haknya, fiat justitia bereat mundus. Selanjutnya Aristoteles 

membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: keadilan distibutif dan 

korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat 

undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-

anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan korektif, 

yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan 

serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh 

hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik 

 
41 Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, LaksBang 

Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76. 
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korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang 

hilang. Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang 

diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan 

hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan. 42 

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa 

saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim 

dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi 

keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu 

mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural 

undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum. 43 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42Abdul Gafur Ansori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Gajah Mada Universisty 

Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27 
43 Muladi, Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi, Badan Penertbit UNDIP, 

Semarang, 2012, hlm. 64. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap 

berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan 

pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan 

pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi 

kasus44  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat di mana diketemukannya data penelitian. Sumber data 

dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data lapangan, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi 

penelitian melalui studi lapangan atau wawancara  

b. Data kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan. 

 

2. Jenis Data 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

 
44 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 32 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder 

dalam penelitian ini, terdiri dari:  

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang yang bersifat 

mengikat, terdiri dari: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia.  

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Republik Indonesia 

e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

 

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan 

hukum primer, di antaranya: 

a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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b) Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN. Tjk 

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari 

berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai 

literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan dari internet. 

 

C. Penentuan Narasumber  

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 1 orang 

2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila   : 1 orang + 

Jumlah        : 2 orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku 

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan.  

b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan 

wawancara (interview) kepada narasumber penelitian sebagai usaha 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 
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2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V.  PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen 

perjalanan Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 

327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan 

sosiologis. Pertimbangan yuridis ketentuan Pasal 2 KUHP yang 

menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia 

diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di 

Indonesia atau asas teritorial. Selain itu perbuatan terdakwa terbukti 

melanggar Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa 

pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada 

pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan 

terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim 

mempertimbangkan latar belakang terdakwa serta hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah terdakwa 

sebagai pengungsi melakukan tindak pidana di negara tempat 
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pengungsiannya, sedangkan yang meringankan adalah tindak pidana yang 

dilakukan terdakwa dilatarbelakangi orang tuanya yang sedang menderita 

sakit. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut majelis hakim 

menjatuhkan penjara selama 5 (lima) bulan dan  denda  sebesar  

Rp5.000.000,00   (lima  juta rupiah)  subsidair  1 (satu)  bulan. 

 

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian 

data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik 

Indonesia belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini 

disebabkan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan masih belum 

maksimal, mengingat ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam 

Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan hakim 

terhadap terdakwa hanya 1/10 (satu per sepuluh) dari pidana yang 

diancamkan dan lebih rendah selama 2 (dua) bulan dari tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 

selama 6 (enam) bulan. Majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 

yang lebih maksimal terhadap terdakwa agar memberikan efek jera 

sekaligus sebagai pembelajaran bagi para pengungsi lainnya yang ada di 

Indonesia pada umumnya dan yang ada di Provinsi Lampung pada 

khususnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa. 
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B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hakim dalam hakim menangani perkara tindak pidana pemberian data yang 

tidak benar dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia 

hendaknya dapat menjatuhkan pidana yang maksimal terhadap pelaku, 

mengingat perbuatan pelaku dalam memberikan data yang tidak benar 

merupakan tindakan yang tidak menghormati atau merendahkan hukum 

keimigrasian yang berlaku di Indonesia, mengingat status terdakwa sebagai 

seorang pengungsi yang meminta perlindungan dan tinggal di Indonesia. 

2. Masyarakat hendaknya tidak memberikan bantuan kepada warga negara 

asing dalam pemberian data yang tidak benar dalam pembuatan dokumen 

perjalanan Republik Indonesia, karena terjadinya tindak pidana disebabkan 

oleh adanya bantuan dari pihak lain, yaitu pelaku menggunakan data dan 

identitas dari pihak lain seolah-olah data dan identitas tersebut adalah data 

dan identitas terdakwa.    
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